BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang tergolong negara‘ ?yang
sedang berkembang dengan jumlah penduduk merupakan salaiﬁs- satu
potensi dalam pembangunan. Akan tetapi realitas telah mcmbuktikain dan
sungguh sangat disayangkan. Masih ada daerah tertentu yangilbclum
tersentuh oleh pembangunan, Pembangunan idealnya ditujukan kepada
masyarakat secara adil dan merata atau didasarkan pada asas pem'efataa_n
Supaya masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Hakekat daﬁ pada
pembangunan dalam menyongsong  fajar Indonesia  baru .‘:aidalah
menciptakan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang mandiri

agar dicapai  apabila manusianya berkreativitas dan mempunyai sendi-

" sendiri dan pilar-pilar ekonominya yang kokoh sebagai penyokong

kehidupan bangsa demi terujudnya bangsa yang mandiri dan berkeadilan
sosial dalam kesejahteraan masyarakat,

Pembangunan hendaknya memperbaiki bentuk-bentuk terpuruk
kerpiskinan. Sasara'n harus ditetapkan atas dasar mengurangi dan akhimya
melenyapkan kemiskinan, hi_dup melarat, pengangguran dan perbedaan-

perbedaan diantara sesama golongan masyarakat yang berada dalam
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Penduduk di pedesaan merupakaan sumber dayn  manusia yanp
harus ditempatkan sesuai fungsinya dalam rangka peng;entasan
kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu saja. akan
memberikan dampak yang meluas pada pengembangan secara
keseluruhan. Sumber daya manusia meliputi keadaan penduduk,'fproses
dan lingkungan penduduk Dilihat dari kualitas sumber daya m'mus:a
bukan merupakan problema dalam pembangunan menuju tmgkat hidup
yang lebih aik. !

Mengaji sumber daya manusia erat kaitannya dengan pené.;patan
perkapita, rasio ketergantungan maupun tingkat pendidikan dan kesehatan.,
Pendapatan perkapita penduduk dapat mencerminkan bagaimar;a! ta.raf
hidup semakin baik, namuon sebaliknya jika seihakin rendah pen;l-apatan
perkapita maka taraf hidup atau kualitas hidup semakin buruk. :

Suatu pembangunan di pedesaan dikatakan ﬁe;hésil tidaknya hanya
apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau
berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh. Namun
juga harus diukur dengan sejauhmana pembangunan itu dapat
menimbulkan keamanan dan kemampuan dari masyarakat desa . untuk
mencipfakan pembangunan d.an melestarikan serta mengembangkag.hasil-‘

hasil pembangunan baik yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar

masyarakat desd itu. !
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Pembangunan desa dan masyarakat desa pada dasa;nya akan terus
didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan
sektoral, pengembangan sumber daya mariusia, pemanfaatan sumber daya
alam dan menumbuhkan iklim yang mendorong tumbuhnya prakz;rsa dan
swadaya masyarakat, sehingga bisa semakin mempercepat peni;lgkatan
perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju1' - desa
swasembada. :

Berbagai bantuan yang telah dilaksanakan dengan menggh\x;akan
mekanisme pelaksanaan yang bertumpu ada masyarakat, yaitu E;antuan
yang disalurkan langsung kepada masyarakat terus dimanfaatkan, Salah
satu program yang sedang dikembangkan dan terus disempumakaﬁ‘: gdalah
bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimulai pada tahun
1998 dan dasar pelaksanaannya melalui SK Menteri Negara PPN/Kepala
Bappeda No. 310/K/09/1998 tanggal 29 september 1998 tentaﬁg Tim
Koordinasi Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan. Bantuan
PPK merupakan pengambangan program IDT (-lInpres Desa Tertinggal).
Progam pengembangan Kecamatan mengutamakap pembangunan yang
dikelola langsung oleh masyarakat desa yang didukung . dengan
pengalihan berbagai program bantuan yang langsung ditujukan kepada
ma'syarakat.

gl":,

PPK merupakan model pembanpunan kelembagaan masyarakat

yang berkelanjutan yang menetapkan prinsip pembangunan . yang
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pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola langsung oleh masyarakat
lokal pedesaan dalam wadah yang dikc;ordinasi oleh lembaga lokal di
tingkat Kecamatan dalam wadah musyawarah tingkat Kecamatan.

Program pengembangan Kecamatan selain untuk menanggulangi
kemiskinan masyarakat pedesaan melalui bantvan modal usaha aari
penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi juga
merupakan media pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui
kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam pefehanaan.
pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

Program pengembangan kecamatan mempunyai tujuan umum yaitu
memberdayakan masyarakat, mempererat kelembagaan dan mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pcmberian‘ bantuan
m‘odal usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha yang produlitif dan
dana hibah untuk mengembangkan sarana prasarana yang mendukung
kegiatan sosial ekonomi pedesaan. Sasaran utama adalah Kecamatan
miskisn yang prioritas dipilih berdasarkan kriteria bahwa kecamatan
tersebut mempunyai jumlah desa tertinggal relatif lebih banyak.

Kecamatan Kelapa Kampit mempunyai jumiah penduduk .15.568
Jiwa yang terdiri dari 7 desa yaitu Desa Cendil, Desa Buding, Desa
Mentauwak, Desa Senyubuk, Desa Mayang, Deas Air Kelik, dan Desa

pembaharuan. Sesuai dengan SK Bupati No 410/462/BAPPEDA/2006

toantnmne Damatacmne Thann Mol neal A2 T/ Lo _a . T8 _1% e r 1
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Data data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Program
Pengembangan Kecamatan di Kelapa Kampit telah memberikan manfaat
yang besar bagi masyarakat desa bahkan banyak yang telah membuat
kemajuan dalam memberdayakan masyarakat desa, utamanya dengan

dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Desa Cendil merupakan salah satu desa di wilayah Keécamatan
Kelapa Kampit yang meneriman manfaat PPK sejak tahun pertama.Alokasi
dana PPK yang diterima Desa Cendil pada tahun pertama  sebesar
Rp [34.493.300,- digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan Rp.
25.100.500,- dan pembuatan jembatan sebesar Rp. 109.392.800. Pada tahun
kedua dana yang diterima sebesar Rp 134.566315 digunakan untuk jalan
Rp. 56.663.158, pembangunan talud Rp. 14.324.210 dan dan salura_n irigasi
Rp. 63.578.947, -. Sedangkan tahun ketiga dana yang diterima scbeésar Rp.
[56.257.855,00 yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produkiif setta
simpan pinjam. Semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut direncanakan
sendiri oleh masyarakat Cendil dalam forum rapat Musbangdes yang
dimulai dari rapat tingkat RT dengan pendampingan fasilitator. Oleh karena
itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pelaksanaan PPK di Des? }(elapa
Kampit sejak awal telah berhasil menumbuhkan semangat bermusyawarah
dan ;nembangun atas kehendak sendiri.

Dengan demikian dengan dilaksanakannya PPK, pembuatan proyek-

proyek pembangunan yang diprakarsai Pemerintah Kabupaten Bélitung

Timur menjadi relevan bagi kepentingan masyarakat Desa Cendil. Hal itu

tarlFait Aonnaon DO vunon menaateataliee aaheonle cem dodl oo

" nitro’™™"



desa yang termasuk desa tertinggal yaitu desa Senyubuk, Desa Cendil,

Desa Mentauwu, Desa Mayang,

Ada beberapa program yang dilaksanakan di empat desa tersebut :
1. Desa Senyubuk
a. Peningkatan sarana ibadah
b. Penbuatan jalan setapak
¢. Pembuatan sarana hiburan
2. Desa Cendil
a. Peningkatan jalan
b. Pembuatan Saluran Irigasi
¢. Bantuan permodalan / simpan pinjam
3. Desa Mayang
a. Pembuatan pagar batas kantor desa dan pembuatan
taman deas
b. Perbaikan jembatan air parit
¢. Peningkatan sarana ibadah
d. Pembuatan jalan setapak
4. Desa Mentawak
a. Pembuatan tempat penampungan air

b. Pembuatan sumur gali

~ Thral ntlrne Pnabnda oo Lol
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membantu  pemerintah  daerah  dalam menerapkan  prinsip-prinsip
demokratisasi dan partisipasi. Dalam PPK warga desa dupat meminta dan
mengamati pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah terhadap
tindakan yang mereka lakukan, masyarakat dapat berpartisipasi aktil’ dalam
perencanaan dan pemilihan proyek. Pendek kata program ini telah membuat
kemajuan dan memberikan sumbangan yang positif terhadap pcnin;:gkatan

kinerja Pemerintah Daerah dan upaya pemberantasan kemiskinan.

Kenyataan empiris di lapangan menujukkan bahwa Eialam
pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Cendil,
terdapat beberapa kondisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan plrinsip-
prinsip PPK. Pendekatan PPK yang menggunakan sistem perencanaégn dari
bawah ke atas; “bottom up planning,” dan peningkatan part.isipasi
masyarakat tampaknya masih berhadapan dengan struktur kekuasaan yang
adu di desa (elit desa). Dalam hal ini memang disadari bahwa pendékatan
peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan waktu yang cukup untuk
mengembangkannya. Pada satu pihak, beberapa kemajuan telah dapat
dicapai, namun partisipasi masyarakat, terutama kelompok perempuén dan
kelompok miskin masih terus memerlukan perbaikan (peningkatan). Dalam
kaitan ini, masih terlihat adanya dominasi elite Desa dalam l.r;foses

pclakéanaan program.
Pada sisi yang lain, dijumpai pula indikasi mengenai lcmahnya
i

penyebarluasan informasi (sosialisasi program), belum optimalnya

transparansi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangzan dan

marahiintan  lenaiaals oatin | [ I R
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mengembalikan dana pinjaman program. Sejalan dengan it sunksi yung
telah disepakati bersama ernyata tidak dilaksanakan secara efekuil dun tidak
diterapkan dengan tegas/konsckuen serta pemyelesaian pengaduan yang

masih berjalan lambal.

Berbagai kendala tersebut di atas apabila terus berlnjut dan tidok
ditangani secara intensif serta proporsional maka dapat berdampak pada
ketidakberhasilan implementasi kebijakan PPK. Hal tersebut tentu ‘me_njadi
iklim -yang kontraproduktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan,

khususnya di Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampil.

B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan

(PPK) di Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Tahun 2005-2006?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan
Kecamatan di Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampil 'l'ahun
2005-2006.
b. Mengidentifikasikan permasalahan-permasalaban .yang, muncul
dalam implementasi PPK di Desa Cendil Kecamatan Kelapa

Kampit Tahun 2005-2006.
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2. Manfaat Penelitian
a. Memberi penjelasan mengenai pelaksanaan implementasi
kebijakan program pengembangan kecamatan di Desa Ccndil
Kecamatan Kelapa Kampit Tahun 2005-2006 '
b. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususn;a bagi
Jjurusan Ilmu Pemerintahan Fakulpas IImu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang dipergunakan di dalam
melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis, dan
ilmiah. Selain itu, penulis pun di sini mermaparkan pula definisi lain dari
teori menurut para ahli disertai pula dengan definisi dari Kebijakan i’ublik,
Imlementasi Kebijakan, Rancangan Umum Tata Ruang Kota, dan
Reklame. Adapun deﬁniéinya scbagai berikut: Menurut Masri
Singarimbun dan sofyan Effendj,

“Teori adalah Serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk
menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara
merumuskan hubungan antara konsep™.2

Sedangkan menurut Koentjoroningrat,
“Teori merupakan Pemyataan mengenai sebab akibat atau
mengenai adanya suatu hubungan positif”antara gejala-gejald” yang

diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat,”

Berbeda dengan pendapat dari Sarlitc Wirawan Sarwono, yang

mengatakan bahwa “teori merupakan serangkaian hipotesa atau prp‘posisi

? Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Sosial, LPIES, Jakarta,
1. u - . wa . P .- - . n nitr PDF’
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yang saling berhubungan tentang suatu gejala atau fenomena atay
sejumlah gejala.” 4

Dari ketiga definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa
teori merupakan sarana pokok yang  mengatakan hubungan sistematis

antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti, sedangkan

" teori-teori yang digunakan tersebut sebagai dasar atau pijakan: dalam

penelitian yang penulis lakukan,

Definisi-definisi mengenai teori apabila kita hubungkan :i'cngan
kerangka dasar teori yang penulis gunakan yaitu mengenai implementasi
kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa :Cendil

A
Kecamatan Kepala Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2006.

1. Kebijakan Publik

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “...anything a
government chooses to do or not to do"” (pilihan dari pererintah
untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu). Definisi
itu kurang memberi kerangka analisis dan pemahaman jauh ke depan
‘karena tidak membedakan secara jelas mana aktivitas pemerintah
yang dikategorikan sebagai kebijakan publik dan yang merupakan
aktivitas rutin, :

Menurut Lynn, bahwa lingkup kebijakan publik dimulai dari
ketika dirumuskannya tujuan, program yang memiliki tujuan-tujuan
tertentu, ketentuan umum yang mengatur keputusan-keputusan
penting pemerintah di masa yang akan datang, suatu jalur tindakan
tertentu, Konsekuensi dari suatu tindakan maupun sikap pasif

- pemerintah dan bahkan sampai pada semua tindakan pemerintah.

* Sarlito W.S,, Teori-teori Pslkologi Sosial, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 4.
Dye, Thomas R., 1972, Understanding Public Policy, Printice, Hall Inc_, New Jersey. n:2
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Dari dua pengertian di atas menunjukkan bahwa kcbi_inkun
publik merupakan konsep yang kempleks. Bagaimana sese_brang
menjelaskan kebijakan publik dan aspek yang menjadi fokus
perhatiannya sangat dipengaruhi oleh kerangka referensinya, dan
kerangka referensi juga tergantung pada kepentingan, ideologi“serta
pengalamannya. Dalam konteks ini peneliti memahami kcb‘i_:j_;lkan
publik sebagai suatu kumpulan keputusan vang diambil':toleh

pemerintah dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk

mencapai tujuan.

Sedangkan dalam hubungannya dengan proses keb_ij‘akan
terdapat beberapa tahap Qang perlu dilalui, Menurut Ripley bhz;h\.;'a
proses perjalanan kebijakan publik terdiri dari tahap-tahap; (1)
Agenda Setting (2) Formulation of Policy (3) Policy Imp!emeﬁta:ion
(4) Policy Evaluation. Pentahapan itu menunjukkan bahwa perjalanan
kebijakan publik merupakan suatu proses administratif yang sifatnya
berurutan, sehingga memudahkan pengambil kebijakan memfokuskan

pada pengambilan keputusan. 7

Agenda setting merupakan tahap awal dalam pembuatan
kebijakan yang biasanya dimulai dengan sederet isu utama yang
harus ditangani pemerintah. Cobb dan Elder memilah :;genda

+
1:

menjadi dua macarm, yaitu ;°

? Gaffar, Afan, 2000, Politik Indonesia Transisi Menujy Demokrasi, Yogyakartn, Pustakn Pclajar,

him
B oy...

3
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. Agenda Sistematis (sistemic agenda), yaitu semua isu yang
secara umum dipersepsikan oleh anggota masyarakat politik
sebagai masalah publik dan masalah-masalah vang terlibat
dalam kekuasaan resmi dari otoritas pemerintah yang ada. .

2. Agenda Institusional (fustitutional agenda), yaitu serangkaian
masalah yang secara eksplisit diangkat untuk pertimbangan aktif
dan serius dari pengambil keputusan yang berwenang.

Tahap kedua adalah formulation of policy, menurut' Jones
formulasi adalah turuman dari formula dan berarti untuk
pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini ‘untuk
meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah,
atau merupakan pengembangan fase atau aktivitas. Karakieristik
khasnya adalah pengertian yang berguna untuk menyatukan persepsi
sescorang tentang kebutuhan yang muncul dalam masyarakat,
Bagaimana hal ini dilaksanakan, siapa yang berpartisipasi dan siapa

yang dapat memanfaatkan keuntungan dari satu isu atau masalah
kelainnya, °

Merujuk pada eksplanasi di atas maka formulasi merupakan
aktivitas yang tidak hanya menyangkut pembuatan perencanaan,
tetapi merupakan aktivitas yang lebih luas, termasuk menetapkan
tujuan dan desain program yang harus dilakukan pemerintah
terhadap masalah publik. Oleh karena jtu, beberapa tinclakgm' yang
perlu dilakukan dalam formulasi antara lain ; (1) pcngunillpulan,

analisis dan penyebaran informasi, (2) pengembangan altamat‘if, 3)

I
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Sctelah tahap fomulasi adaluh implementasi, yang sccara
ringkas akan peneliti bahas dalam sub bahasan tersendiri. Tahap
terakhir dari proses kebijakan publik adalah evaluasi. Tahap ini
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat dan
dampak dari kebijakan ylang diimplementasikan terhadap masyarakat
atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu,
paling tidak tujuan evaluasi dapat diidentifikasikan ke dalam : (1)
tujuan yang bersifat politis, (2) tujuan yang bersifat organisasional
dan (3) tujuan yang bersifat substantif atau nyata. Scdangkan
kegiatan evaluasi dicirikan oleh sub-sub kegiatan ; spesifikasi,
pengukuran, analisis dan rekomendasi. Dcnéan cvaluasi yang ‘terus-
menerus akan sedini mungkin diketahui kebijakan yang - tidak
dikehendaki rakyat, oleh karena itu akan sepera rflapat
memformulasikan ulang sesuatu kebijakan schingga tidak:_hanya
dapat diterima secara politis tetapi juga scsuai dengan kehendak

rakyat,

Implementasi Kcbijakan Publik
a. Pengertian Implementasi
Menurut Nakamura dan Smallwood bahwa pertanyaan
pokok yang harus dijawab oleh studi implementasi adalah
mengapa suatu kebijakan atau program mengalami kegagalan.'
Sedangkan menurut Mc Clintock keberhasilan implementasi

belum menjadi lahan studi karena jumlahnya relatif terbatas; baik

19 Sabatier, Paul A., and Daniel Mazmanian, 1986, Top Down and Buttom Up |
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untuk negara berkembang maupun negara-negara kapitalis 'Imuju.
Kedua pendapat itu menunjukkan bahwa studi implementasi
sebenarnya lebih difokuskan pada pencarian akar masalah
mengapa sebuah kebijakan pgagal atau tidak  efektif

diimplementasikan.!!

Implementasi merupakan tahapan yang mcnghuburllgkan

antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengﬁn Ikata
. lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pemyataan
kebijakan (policy statement) ke dalam aksi kebijakan (polzcy
action). Sedangkan Ripley® mcngamkan implementasi sebagal
proses yang terjadi setelah sebuah produk hukum dtkeluarkan
yang memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan, program
atau oufput tertentu. Dengan demikian implementasi :fl'erujuk
pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemcrintafx yang
mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang
diharapkan. Implementasi meliputi tindakan—tindakgn (dan non-
tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja
didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu

tujuan
Ve

Goggin dengan menggunakan. pendekatan komunikasi,

melihat implementasi sebagai suatu proses, serangkaian

" Goggin, Malcolm L., el al, w 1991, Implemeniation Theory and Practice : Toward a Third
Geuneration, Scott, Forcsman { Little, Brown ngher Educatlon Glenv:cw Illmm P ~
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keputusan dan ftindakan negara Yyang diarahkan untuk
menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan. Impl_en'féntasi
sering disejajarkan dengan ketaatan {compliance) negara, atau
suaty pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuat dengan waktu
yang telah ditetapkan. Implisit dalam pernyataan tersebut adalah
tidak adanya modifikasi atau perubahan tethadap suatu keputusan
kebijakan yang justru bertentangan -L:lcngan maksud para pembuat

kebijakan," e

Grindle menyatakan bahwa implementasi mcrﬁpakan
upaya menerjemahkan kebijakan publik yang - merupakan
pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapm tujuan
ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu
yang telah ditetapkan dalam suatu kabijakan. Dengan demikian,
implementasi berhubungan dengan penciptaan “policydelivery
system” yang menghubungkan tujuan kabijakan dengan output
atau outcomes tertentu.'®

Berdasarkan beberapa pendapat di  atas; maka
implementasi pertama, merupakan proses perakitan berbagai
elemen yang dibutuhkan untuk menghasilkan  ouwtcome
programatik tertentu. Kedua, proses melakukan sejumlab-
permainan yang saling berhubungan, dengan mana elemen-

elemen tertentu dari suatu program dipertahankan atau disalurkan

kepada proses formulasi suata program. ' -

' Goggin, op.cit, . 34,
4 Grindle, Merilee 8., 1980, Politics and Pelicy lwplementations in the Third World, New
Jcrsey : Princenton University Press.p: 6.
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b. Kompleksitas Proscs Implementasi

Proses implementasi biasanya terdiri atas seranékaian
aktivitas penting yang sangat kompleks. Pertama, implementasi
berkaitan dengan akumulasi dan akuisisi sumberdaya yang
dibutuhkan untuk menggerakkan suatu program. Sumbéfdaya
ters;:but meliputi pefsonil, periengkapan, material dan vang atau
anggaran. Kedua, interpretasi dan perencanaan. Lembaga yang
dipercayakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus
terlebih dahulu menerjemahkan kebijakan ke dalam arahan-
arahan, peraturan serta desain dan rencana program yang riil.
Ketiga, organisasi kégiatan. Lembaga pelaksana yang - diberi
otoritas sebagai implementor kebijakan harus mengatur
perencanaan dan aktivitasnya dengan membentuk unit-unit
pelaksana serta rincian kegiatan rutin sesuai dengan beban
kerjanya. Keempat, penentuan sasaran kebijakan, yaitu siapa-
siapa yang akan mendapatkan keﬁntungan atau pelayanan dari
kebijakan tersecbut dan siapa saja yang tidak termasuk' dalam

lingkup target kebijakan.

. ¢. Pendekatan dalam Studi Impementasi

AMarnent Rinlasr tardanat din nandalratan tama . dolam
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Pertama pendekatan kepatuhan dtau compliance, .adalah
sejauh mana implementor kebijakan tunduk dibawah prosedur,
jadwal dan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini
hanya membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi (das
sollen) dan apa yang senyatanya terjadi (das sein) dalam proses
implementasi kebijakan dengan mendasarkan pada arahan resmi
atau dokumen kebijakan. Pendekatan compliance paling tidak
mengandung  kekurangan yaitu, (1) kurang diperhatikannya
faktor-faktor non-birokratis yang justru sangat berpengaruh dalam
proses implementasi. (2) adanya program-program yangtidak
disusun dengan baik (maldesigned).

Kedua, pendekatan induktif-empiris yang melihat rcalitas
implementasi sebagaimana adanya. la berasumsi bahwa terdapat
banyak faktor yang dapat dan telah mempengaruhi proses
implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut sering berada di
lvar  kontrol administratif seperti pengaruh  kelompok
kepentingan dan kelompok penekan, tekanan internasional, gejala
alam (banjir, gempa bumi, perubahan cuaca), dan scbagainya.
Pendekatan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti
apa yang telah dicapai, mengapa, apa yang scbenarnya lerjadi,
dan sebagainya. Karenanya, pendekatan ini juga dikenal sebagai
pendekatan “What's Happening 7. Ia berusaha menguak harapan
atau keinginan berbagai faktor walaupun belum terdapat model
yang tepat untuk mengukurnya.

Sedangkan menurut Sabiter dan Mazmanian (1986 : 9)
bahwa studi = implementasi dapat ditinjau dari perspektif
administrasi negara dan perspektif ilmu politik. Perfama,
perspektif administrasi negara, melihat implementasi kebijakan
hanya sebagai pelaksana kebijakan secara tepat dan efisien.
Kedua, perspektif ilmu politik memberi perhatian té;_éhadap
pentingnya input dari Iuar area administrasi, seperti ket;ntuan
kebijakan administratif dan legislatif yang baru, perubahan-

perubahan preferensi publik, inovasi teknologi, dan sebagainya.
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adalah sejauh mana terdapat konsitensi antara owpies kebijakan
dari agensi administratif dan hasil-hasil lanjutannya (subsequent

otifputs) dari keputusan-keputusan ini dengan tujuan awal suatu

kebijakan.

Selain pendckatan-pendekatan di atas, ada juga penulis
yang membedakan pendekatan implementasi ke dalam
pendekatan fop-down dan bottom-up serta pendekatan backward
mapping dan Jorward mapping. Sedangkan Dalam penelitian ini,
pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan ilmu p;olitik
atau pendekatan What's Happening. Pendekatan ini dinilai lebih
cocok dengan realitas implementasi di Indonesia di manaiterjadi
banyak kegagalan karena campur tangan berbagai faktor di luar

desain awal implementasi.

d. Determinan Implementasi Kebijakan
Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor penentu adalah
segala aspek yang sangat berpengaruh, dan karenanya
menentukan, kinerja implementasi. Aspek-aspek tersebut pérlu
diidentifikasi secara teoritis sehingga nantinya dapat dipéroleh
gambaran yang jelas mengenai penyebab tinggi atau rendahnya

kinerja implementasi suatu kebijakan.

Para ahli kebijakan publik menpganalisis dan membuat

kategorisasi tentang determinan implementasi kebijakan publik.

nl tavnakhist tamlihat nadn nieninn hariloat i
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1) Merilee 8. Grindle (Konteks dan Isi Kebijakan).

Menurut Grindle bahwa implementasi ditentukan
oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (policy
content dan policy context). Isi kebijakan (policy camem),
meliputi beberapa faktor penentu yang meliputi (1}
kepentingan. yang dipengaruhi oleh kebijokan, (2) .lcnis
manfaat yang akan dihasilkan ¢3) derajad perubahan yang
diupayakan (4) kedudukan pembuat kebijakan  (5)
implementor pelaksana program (6) sumberdaya yang
dikerahkan. Sedangkan konteks kebijakan (policy context),
meliputi ; (1) kekuasaan, kepentmgan dan strategi para aktor
yang terlibat, (2) karaktenstlk rezim dan institusi, (3) ketaatan
dan tingkat daya tanggap. |

2) Malcolm L. Goggin (Mcdel Komunikasi).
Goggin menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi pada dasarnya ditentukan oleh kejelasan pesan
yang disampaikan para pembuat kebijakan kepada' para
pelaksana. Dengan menganalogikan kebijakan sebagai pesan,
ia berpendapat bahwa derajat implementabilitas - suatu
kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu isi
pesan (message content), bentuk dari pesan itu sendiri, 'serta
reputasi komunikatornya (yaitu para pembuat kebijakan):!?

Isi kebijakan merupakan kombinasi dari sumberdaya
dan kredibiltas kebijakan sebagai solusi atas scbuah persoalan
publik. Bentuk pesan atau bentuk kebjjakan, terdiri dari
kejelasan kebijakan yang diformulasikan, adanya konsistensi

kebijakan, adanya frekuensi pengulangan yang terus menerus,

serta diterimanya pesan tersebut olech para pelaksana di

'8 Wibawa, Samodra, dkk, 1997, Evaluas! Keblfakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta: him
22

'" Tungkilisan, Hessel Nogis, 2003, Implemenas Kebijakan Publik Transformasi Pikiran
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lapangan. Reputasi komunikator, yaitu siapa yang
menyampaikan pesan atau membuat suatu kebijakan. Reputasi
tersebut ditentukan oleh legitimasi yang dimilik: oleh seorang

pembuat kebijakan.

Paul -Sabatiér dan Daniel Mazmanian.

Menurut Sabatier dan Mazmanian bahwa kinerja
implementasi ditentukan olch beberapa faktor, seperti (1)
kejelasan konsistensi tujuan, (2) adanya dukungan teori kausal
yang memadai, (3) adanya proses implementasi vang disusun
secara legal untuk menegakkan kepatuhan agen pelaksana dan
kelompok target, (4) kehadiran agen pelaksana yang teramp;l
dan nmemiliki komitmen yang tinggi, (5) adanya dukimgan
dari kelompok-kelompok kepentingan dan secrang “fixer”,
dan (6) tidak adanya perubah’an kondisi sosio-ekonomi drastis
yang dapat mengurangl dukungan politik dan mengganggu.
teori kausal.'®

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 3. hal yang penulis

simpulkan, Pertama, implementasi kebijakan lebih me_nipakan

proses politik daripada sebagai proses teknis murni. Kedwua,

kineja implementasi snatu kebijakan pada dasarnya merupakan

hasil interaksi berbagai faktor yang dikenal sebagai fakior-faktor

penentu, baik di dalam maupun di luar struktur kebijakan. Kesiga,

mengingat implementasi merupakan proses yang komplek':';,' maka

kinerja implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari’ output

yang dihasilkan dari interaksi berbagai faktor tersebut tetap1 juga

proses menghasilkan output tersebut.

% gabdticr, Paul A.,

end Daniel Mazmanian, 1986, Top Down and Buttem Up Appm;acf:es fo

Implementation Research, In Jowrnal of Public Policy, 1986, p 10.
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Program Pengembangan Kecamatan

Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1649/PMD
tanggal 24 Desember 1999 tentang Petujuk Pelaksanaan Program
Pengembangan Kccamatan (PPK) tahun anggaran 1999/2000, bahwa
pengelolaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan meliputi ;
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengorganisasian dan
pengawasan. Sedangkan pelaksanaan dan pengendalian terdiri dari
beberapa kegiatan, yaitu (1) Penyiapan masyarakat, (2) Perencanaan
pelaksanaan (3) Persiapan pelaksanaan, (4) Pelaksanaan Kegiatan (5)
Pelestarian Keéiatan (6) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk
lebih jelasnya, masing-masing kegiatan tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut ;

a. Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan

sosialisasi dan penyebarhiasan informasi. Pada tingkat Kecamatan
meliputi penyebarluasan informasi mengenai PPK, pola
pelaksanaan serta pembinaannya. Sosialisasi dilakukan dalam
Forum yang difasilitasi Fasilitator Kecamatan besama Kepala
Seksi PMD/Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOi{) dan
dihadiri oleh Camat, Muspika, Instansi Sektoral Kecaihatan,

Kepala Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),

talrmle manrirnenlind dee acana |GG B U JONG B JUGURURSRUER LI 5 S I,
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Sosialisasi PPK di desa bertwjuan untuk menjelaskan
kebijakan dan prinsip PPK serta mekanisme pelaksanaannya.
Sosialisasi dilakukan dalam Forum Musyawarah Pembangunan
Desa (Musbangdes) yang difasilitasi olelr Kepala Desa dan Ketua

LKMD yang dihadiri oleh Penanggungjawab  Operasional

Kegiatan, Fasilitator Kecamatan, Aparat Desa, Pengurus LLKMD,

tokoh-tokoh masyarakat desa, organisasi lokal dan wakil-wakil
sétiap dusun,
Perencanaan pelaksanaan,
1} Perencanaan pada tingkat Kecamatan.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain
meliputi :

a) Pemilihan Desa, yang dilakukan melalui Forum 'D"iskusi
UDKP 1 dengan menggunakan kriteria penduduk miskin
desa. Pada tahun pertama maksimal dipilih 10 desa yang
berpartisipasi dalam mengajukan usulan berdasarkan
jumlah penduduk miskin. Pada tahun  kedua yang
berpartisipasi adalah seluruh sisa desa yang belum
memperoleh dana bantuan PPK tahun pertama,

b) Identifikasi Tim Teknis Desa (TTD) dan Tim Verifikasi
(TV), dilakukan dalam pertemuan koordinasi Fasilitator

Kecamatan dengan Konsultan Manajemen Tingkat-
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Kabupaten melakukan pendataan dan sertifikasi calon
Identifikasi Tim Teknis Desa dan Tim. Verifikasi serta
menyampaikan daftar calon anggota Tim Teknis Desa
kepada LKMD untuk dipilih dan ditetapkan. Sedangkan
calon Tim Verifikasi disampaikan kepada Camat untuk
dibahas dan ditetapkan.

Pembentukan Tim Verifikasi, ia dipilih dari daf‘tar.,calon
yang telah disampaikan oleh KM-Kab. Penetapannya
dilakukan Camat atas hasil rapat kecamatan yang cﬁhadiri
aleh Camat, Muspika, ISK dan Fasilitator Kecamata‘n.
Verifikasi Usulan Desa,

Verifikasi dilakukan terhadap semua usulan LKM[; yang
disampaikan kepada PjOK dengan penilai Tim Ver;;":kasi
dan Konsultan Manajemen Tingkat-Kab sebelum dibahas
dalam Forum UDKP. Verifikasi bertujuan untuk meneliti
kebenaran dan kelayakan usulan serta pemeriksaan apakah
usulan sudah memenuhi syarat-syarat PPK. Tim Verifikasi
hanya memberikan rekomendasi teknis kepada - forum
UDKP H dan tidak berwenang menolak usulan. Forum
UDKP 11 merupakan musyawarah terlinggi dalam proses

pengambilan keputusan PPK di Kecamatan. Kegiatan

[ I ima
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(1) Penelitian kelengkapan administrasi setiap usulan.

(2) Pembahasan substansi usulan, termasuk biaya dan
pelayanan teknis dan ckonomi serta  dampak
lingkungan.

(3) Peninjauan lapangan,

(4) Pemberian masukan/saran  kepada LKMD untuk
menyempurnakan usulan kegiatan. Usulan yang telah
diperbaiki segera disampaikan kembali kepada Tim
Verifikasi, |

(5) Penyusunan rckomendasi dan Berita Acara sébelum
dajukan ke Forum UDKP.

Penetapan Usulan PPK.

Semua usulan Desa peserta PPK  yang telah
diverifikasi dibahas dalam forum UDKP 1l untuk
ditetapkan menjadi kegiatan PPK. Usulan kegiatan yang
tidak dapat didanai dengan PPK agar diusulkan dengan
sumnber dana lain. Forum ini dipimpin oleh Camat dan
difasilitasi  oleh  Fasilitator ~ Kecamatan  dan
Penangungjawab Operasional Kegiatan, yang dihadiri oleh
anggota forum UDKP 11.

Pemilihan Pengurus Unit Pengelola Keuangan .

Forum UDKP 1l memilih pengurus Unit Pengelola

| - m e [V L 1 . | VN Mo
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Bendahara. Forum ini juga sebagai forum evaluasi kerja

pengurus Unit Pengelola Keuangan .

2) Perencanaan pada tingkat Desa.

a)} Pemilihan Fasilitator Desa, dilakukan dalam Musbangdes |

b)

yang difasilitasi oleh  Fasilitator Kecamatan'. dan
Penangungiawa!: Operasional Kegiatan untuk memilih dan
menetapkan Fasilitator Desa puna melaksanakan penggalian
gagasan di dusun / kelompok. Fasilitator Kecamatan bersama
Penanggungjawab Operasional Kegiatan melatih Fasilitator
Desa untuk menfasilitasi pertemuan di dusun / kelompok
dalam rangka penggalian gagasaﬁ kegiatan,

Penpgalian Gapgagasan, difasilitasi oleh Fasilitator Desa
dalam pertemuan kelompok masyarakat di dusun. Gagasan
kegiatan harus mencerminkan aspirasi masyarakat dengan
mencerminkan kemitrasejajaran.

Penentuan Usulan Desa, Tenaga Teknis Desa dan Wakil Desa
dilakukan dalam Musbangdes 11 yang difasilitasi oleh
Fasilitator Desa yang dibantu oleh Fasilitator Kecamatap dan

Penanggungjawab Operasional Kegiatan. Dalam forum ini

akan diputuskan :

(1) Penentuan Usulan Desa, sebagai prioritas kegiatan Desa yang

berasal dari gagasan kegiatan kelompok dengun tidak
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(2) Penctapan Tim Teknis Desa Tahap Perencanaan. yang dipilih
berdasarkan hasii Musbangdes 11 dan ditetapkan oleh Ketua
LKMD.

(3) Penetapan Wakil Desa untuk menghadiri UDKP 1l bersama
dengan Ketua LKMD dan Kepala Desa..

(4) Penyusunan Jadual Kerja, diitetapkan oleh Tim Penyusun
Usulan Desa yang terdiri dari unsur Pokmas, Tim Teknis
Desa, unsur LKMD yang dibantu oleh Fasilitator Desa dan
lFasilitator Kecamatan |

(5) Memilih calon pengurus Unit Pengelola Keuangan untuk
dipilih dan ditetapkan dalam Forum UDKP I1.

Penyusunan‘ Usulan Kegiatan,

Setelah Musbangdes 11, TPU mengadakan musyawarah untuk

memperoleh persetujuan seluruh kelompok sasaran. Kelompok

pengusul kegiatan sarana dan prasarana harus mefﬁbuat
kesepakatan  tentang  mekanisme  pemeliharaan  dan
pengembanganm sdangkan kelompok pengusul kegiaten usaha
ekonomi produktif membuat kesepakatan tentang mekqpisme
pengembalian pinjaman dan jasa pinjaman. Kebutuhan Tim

Teknis Desa pada tahap pelaksanaan periu dicantumklan secara

rinci pada usulan sehingga perkiraan kebutuhan dana untuk

bantuan teknis serta mekanisme rekruitmennya diketahui dan

. DR L LI s ubd r ey

" nitr

PDF’



27

¢) Pengajuan Usulan ke Kecamatan.
Usulan yang telah disepakati dalam Musbangdes I dan telah
disusun cleh TPU selanjutnya dikonfirmasikan kepada keiompok
masyarakat yang bersangkutan dan kemudian diajukan ke
Kecamatan untuk diverifikasi, Dalam rangka transparansi
pelaksanaan program semua usulan harus dsebharluaskan :mclalui
papan informasi PPK di Kecamatan.

) Musbangdes I11.
Musbangdes LI dilaksanakan untuk {a) menyampaikan hasil
musyawarah Forum UDKP 1], {b) memilih dan menetapkan Tim
Pelaksana yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara
dan Sekretaris- (¢) membahas dan menetapkan besarnya insentif
Tim Pelaksana dan biaya operasional lainnya (d) membahas dan
ménetapkan Tim Teknis Desa dan Fasilitator Desd serta
insentifnya pada tahap pelaksanaan (e) menetapkan persefujuan
tertulis dari kelompok penerima modal usaha ekonomi produktif
tentang ‘pengembalian dana pinjaman kepada Unit Pengélola

Keuangan yang diketahui LKMD,

c, Persiapan Pelaksanaan
Kegiatan  persiapan  pelaksanaan  program pengen}'_bangan

Kecamatan terdiri dari :
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Penyusunan Rencana Kerja Tim Pelaksana.

Pemilihan dan penetapan Tim Teknis Desa tahap pelaksanaan serta
pembuatan perjanjian kerja antara Tim Teknis Desa dan LKMD yang
diketahut oleh Fasilitator Kecamatan dan Penanggunpgiawab
Operasional Kegiatan.

Revisi kegiatan, dimungkinkan jika ternyata diperlukan perublahan-
perubahan terhadap volume, jenis atau biaya sesuai kebutuhan nyata
di lapangan.

Pendataan tenaga kerja, dilakukan oleh Tim Verifikasi bersama
dengan Tim Teknis Desa, Fasilitator Desa, Kepala Desa, Ketua
LKMD dan Fasilitator Kecamatan .

Penyiapan administrasi baik untuk dokumen Sorat Perjanjian
Pemberian Bantuan (SPPB) antara LKMD dan Unit Pengelola
Keuangan maupun dokumen Surat Perjanjian Pemberian Dana
(SP2D) antara Unit Pengelola Keuangan, Penanggungjawab
Operasional Keglatan. dan diketahoi Camat,

Pengajuan dana, berdasarkan SP2D Penanggungjawab Operasional

Kegiatan. mengajukan SPP-LS ke KPKN untuk pencairan dana dan

- berdasarkan SPPB  dan kelengkapannya LKMD menpajukan

penarikan dana ke Unit Penpelola Keuangan .

d. Pelaksanaan Kegiatan ]

Kegiatan-kegiatan  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  Program

. .
Danmamlsnmenn Vananwantam cvaallm;el o
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1) Pencairan dana, dilakukan oleh Ketua [ LKMD berdasarkan SPPB
mencairkan dana dari rekening Bantuan PPK untuk diserahkan
kepada Unit Pengelola Keuangan, Tim Pelaksana dan Kelompok
Masyarakat sesvai ketentuan.

2} Bagi Usaha Ekonomi Produktif, setelah menerima dana'- maka
kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan usaha ekonomi
produktif sesuai dengan rencana kerjanya.

3) Bagi pembangunan prasarana dan sarana, setelah dana yang
dibutuhkan tersedia maka pembangunan dapat dilaksanakan’ scsuai
dengan rencana kerja dan tahapan kepintan yang telah disusun.

4) Pengendalian dan pengawasan. Dalam konteks ini, PJOK. Fasilitator
Kecamatan dan Pengurus Unit Pengelola Keuangan di Kecamatan
dan Kepala Desa serta Fasilitator Desa di desa melakukan kegiatan
penigendalian  dan  pengawasan kepada  kelompok-kelompok
masyarakat pencrima bantuan dana PPK dengan carn klln!jﬁngan

langsung maupun dengan menggunakan mekanisme laporan kegiatan.

d. Pelestarian Kegiatan

Agar kegiatan PPK dapat bermanfaat secara berkelanjutan, maka

perlu upaya pelestarian kegiatan. Pelestarian kegiatan pada prinsipnya
merupakan upaya dari seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan PPK

agar kegiatan, hasil, dan manfaat yang diperolch dapﬁt terus |
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prinsip dari oleh q.un untuk masyarakat. Segala pengambilan k.cpulusun
pelestarian PPK di Kecamatan dilakukan dalam forum UDKP dan
pengelolaannya  dilakukan  Unit Pengelola Keuangan yang
bertanggungjiawab kepada masyarakat melalui Forum UDKP.
Pengambilan keputusan pada tingkat desa dilakukan dalaml.lforum
Musbangdes dan pengelolaanya dilakukan oleh Tim Pelaksana yang
bet"tan ggungjawab kepada masy;arakat melalui Musbangdes. |
Pelestarian kegiatan PPK berdasarkan jenis kegiatan dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu :
a. Pelestarian Modal Usaha.
Pelestarian moda!l usaha dilakukan dengan cara pengguliran.
Pinjaman modal usaha dikembalikan kepada Unit Pelaksana
Keuangan disertai dengan tambahan jasa pinjaman. Untuk
memperlancar pengembalian pinjaman kelompok, maka Tim
pelaksana bertugas membantu Unit Pengelola Keuangan dalam
pembinaan dan pengawasan, Pengelotaan pengguliran dana dilakukan
oleh Unitl Pengelola Kevangan dengan tata cara :
1) Pengembalian pinjaman dan tambahan jasa pinjaman rtersebut
merupakan dana bergulir yang sebagian digulirkan, kepada

pokmas peminjam dana yang lerdahulu agar kegiatan usahanya
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2) Mckanisme pengguliran dana, baik kepada kelompok peminjam
lama maupun kepada kelompok peminjam baru mengikuti proses
pengajuan usulan kegiatan sebagaimana tahapan pengajuan
usulan kepiatan PPK.

b. Pelestarian Bantuan Prasarana dan Sarana,
Dilakukan melalui kegiatan perneliharaan dan pengembangan. Tim
pelaksana dan masyarakat penerima bantuan bertanggungjawab
terhadap pelestarian ini. Bentuk kegiatan pemeliharaan dan
pengembangan dapat berupa furan rutin atau penggantian jasa
pemakaian. Hasil jasa pemakaian dan ijuran pemeliharaan
dimanfaatkan untuk : biaya pemeliharaan dan pengembangan

prasarana dan sarana serta modal kegiatan usaha ekonomi produktif,

¢. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1) Pemantauan dan Evaluasi.

Sistem pemantauan dan evaluasi PPK ditetapkan berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan,
pencapaian tujuan, permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pemanfaatan kegiatan. Dengan demikian diperoleh gambaran
sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi
mutu  dan  kemajuan pelaksanaan kegiatan dan harus .:dapat
menggambarkan keadaan selama pelaksanaan PPK. Mckanisme

pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memberikan peluang
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2) Pelaporan,
Sistem pelaporan dalam Program Pengembangan Kecamatan
dilaksanakan dalam tiga bentuk pelaporan, yaitu pelaporan jalur
struktural, pelaporan jalur fungsional dan pelaporan keuangan.
Pelaporan jalur struktural pada dasarnya merupakan pclaporan yang
dilaksanakan oleh aparat pelaksana PPK secara berjenjang mulaj dari
Kelompok penerima, Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur kepada
Tim Teknis-PPK Pusat. Sedangkan laporan jalur fungsional
merupakan sistem pelaporan yang dilakukan oleh petugas fungsional
PPK dalam hal ini Konsultan Pendamping secara berjenjang, yaita
Fasilitator Kecamatan menyampaikan laporan bulanan kemajuan
pelaksanaan PPK kepada Penanggungjawab Operasiona! Kegiatan
dengan tembusan Konsuitan Manajemen Tingkat Kabupaten,
Konsultan Manajemen Tingkat Kabupaten kemudian menyampaikan
laporan ke Konsultan Manajemen Propinsi yang selanjutnya ke
Konsultan Manajemen Pusat yang kemudian didistribusikan ke Tim
Teknis PPK Pusal. Kemudian untuk pelaporan kcuangan pada
dasarnya merupakan pelaporan dokumen kevangan PPK yang
dimulai dari Penanggungjawab Operasional Kegiatan. dibantu oleh
Fasilitator Kecamatan menyampaikan dokumen pembayaran:(copy)

SPM kepada KM-Pusat.

E. Definisi Kosepsional
Definisi konsepsional yaitu merupakan suatu pengertian dari kelompok

atau gejala yang menjadi pokok perubahan. Definisi konsepsional ini
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kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan pengertian tentang istilah
vang ada dalam pokok permasalahan.

Adapun pengertian atau definisi konscpsional dalam pembahasan ini
adalah:

l. Implementasi Kebijakan, adalah proses pelaksanaan atau penerapan isi atau
substansi keputusan melalni serangkaian aktivitas dalam rangka
merealisasikan tujuan-tujnan yang tertuang dalam keputusan itu.

2. Pragram Pengembangan Kecamatan, adalah suatu usaha penanggulangan
kemiskina) dengan tujuan umum  yaitu memberdayakan masyarakat,
memperkuat kelembagaan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan
secara masional melalui pemberian bantuan berupa modal usaha untuk

pengembangan kepiatan usaha produktif,

F. Definisi Operasional
Adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara
mengukur \'ariaScI. Dengan kata lain definisi operasional adzlah semacam
petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel. 19
Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai
pelaksanaan implemcﬁtasi kebijakan program pengembangan kecamatan di
Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur adalah :
1. Analisis Implementasi PPK
a. Indikator Proses Perencanaan

1) Transparansi dalam proses perencanaan

~ 2) Partisipasi stakeholder dalam proscs penyusunan rencana. .

” 1bid, hal 46
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b. Indikator Kegintan-kegiatan yang Dijalankan Implementor
I} Kesesuaian antara jadwal yang ditetapkan dengan kegiatan yang
dijalankan.
.2) Partisipasi dan Kkerjasama stakeholders dalam pelaksanaan
kegiatan.
3) Kreativitas pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
4) Tranparansi dalam pengelolaan kegiatan, khususnya pengelolaan
anggarar.
¢. Indikator Pengawasan program
1) Pengawasan struktural
2) Pengawasan lungsional
3) Pengawasan masyarakat
2. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan PPK
a. Faktor Pendorong

b. Faktor Penghambat

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penclitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah
Pencliticn Deskriptif (Descripiive Researeh). Dimana dalam penelitian
deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, pambar, dan bukan
angka-angka. Hal inl disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif,
Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa
yang sudah ditefiti,®

Berbeda dari persepsi umum yang menyatakan bahwa’ penelitian

deskriptif adalah sesuatu metode dalam penelitian, dimana meneliti status

. . . : o . 2t
. kelompok manusia, kondisi dalam sistem pemikiran di masa sckarang.
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Dari beberapa pengertian di atas, apabila kita persempit kembali dari
aspek tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud membuat
deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Jenis penelitian ini digunakan karcna dalam penelitian ini berusaha
menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian
pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini
menganalisis penelitian ini berusaba menggambarkan atau melukiskan
keadaan, objek atau subjek peneclitian pada saat ini berdasarkan fakta
sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini, menganalisis kebijakan yang dilaksanakan
untuk mengetahui formulasi kebijakan guna memperoleh pengetahuan
yang mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada
dan yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa
jenis penelitian adalah “deskriptif kualitatit” yang merupakan jenis

penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data diperolch melalui wawancara dengan pihak-pihak yang
terkait dalam penelitian yang peneliti lakukan, pihak-pihak: tersebut
adalah pegawai pemerintahan yang berhubungan dengan penyaluran
dana alokasi umum atau dana pembangunan desa/kelurahan mulai dari

perencana hingga pelaksana diantaranya: Kantor Kecamatan Kelapa
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b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari buku-bukn, media masa, makalah, dan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang peniliti

lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau
memperoleh keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang
yang terlibat langsung dengan aktivitas yang dihadapi dalam

penelitian.

b. Observasi
Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data melalui
pengamatan langsung di lapangan yang terkait langsung dengan
masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman mencari
pcrmasalahan yang terjadi (pada implementasi kebijakan yang

berlangsung sekarang)

¢. Dokumentasi
Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokuren-
dokumen, arsip, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah.yang
diteliti.
4. Unit Analisis
Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pcrﬁbahasan
dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah orang-orang vang

terlibat dalam proses implementasi kebijakan, seperti Kepala Desa
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Pengurus dan Anggota Kelompok Masyarakat, Fasilitator Desa, Tenaga
Teknis di Tingkat Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakai Kelapa
Kampit dan Fasilitator Kecamatan.
S. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penyusun menggunakan
teknilk analisa secara kualitatif, dimana data yang diperoleh
diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat .dipisah-
pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka,
Dengan demikian laporan penclitian ini akan berisi kutipan-kutipan data
untuk memberikan gambaran penyajian laporan terscbut. Data tersebut
diperoleh dari naskah-naskah wawaneara, catatan laporan, dokumen resmi

dan sebagainya.

Pada penelitian kualitatit tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi
lebih berupa memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala

dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi

dari harhanni orti narmsacalabooneen anbnmatone e 2102880 1.1 %
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